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BUPATI NGANJUK 

PROVINSJ JAW/\ TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGAN,JUK 
NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENTANG 

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM 
PENYELENGGARAAN PEMERlNTAHAN 

DlKABUPATEN NOANJUK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI NGANJUK, 

a. bahwa kcterbu kaan informasi publik mcrupaka n solah. 
salu sarana mewujudkan pemedntahan yang baik dan 
demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan 
masyara.kat terhadap kebijakan publik; 

b. bahwa masyarakat dijamin haknya untuk mempcrokh 
informasi publik scsuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku; 

c . bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Keterbukaan Tnformasi Publik dalam 
Penyelcnggaraan Pemerinlahan di Kabupaten Ng~juk. 

1. Undl::lilg-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lenlang 
Pembenlukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41); 

2. Undang-Undang Nomor 9 To.bun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Depan Umum {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembo.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyclcnggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi,Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor ~ 1 Tahun 1999 tentang 
Pemhf:rantasan 1'1ndak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Rcpublik lndo11csia Tahuu J 999 Nomor 140, Tan1bahan 
Lemuaran Negarct Rcpublik In<lonesia Nomor 
3874),sebagaimana telah diubah dengan Unda.ng-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 (Lcmbara.n Negara RcpuLlik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nnmor 4150); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik IndonesicJ Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tcntang Pen; 
{Lembaran Negura Rcpublik lndonesia Tahun 1999 Nomor 
166, 1'ambahan LemLHnm Negara Republik Indonc~ia N01nor 
3887); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tcntang Jnformasi 
chm Transaksi Ekktronik (Lembaran Neguru Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 'r;nnbahan Lemban1.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kcterbukaan 
Inforrm-tsi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Nomor 4846) i 

10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia IHhun 2009 
Nornor l 12, Tambo.han Lcmbaran Negara Republik Indurn.:::iit1 
Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Numor 12 Tahun 2011 te11to.ng 
Pcmbentukan Peralurn.n Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
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12. Undang-Und1c.mg Nornor 23 Tahun 2014 t.entang 
Pcmerintahan Daerah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnru1a telah d iubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 201 f, (Lcmban-1.n Nc:gara RepubHk Indonesia To.bun 
?.0 1 !", Nomor 58, Ta.mbahu.n Lcmbaran Negara Republik 
Tndon~sia Nomor 567Y); 

13. Peraturan Pcmerintah Nomor 56 'l'ahun 2005 tenlang Sistem 
Informasi Keuangan Daernh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 ~8, THmbahan Lcmbaran 
Negara Nomor 4576) scbagaimana telah diubah denga 
Pera tu ran Pernerintah Norn or 6S tahun 2010 (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Nornor 5155); 

14. Pcraturan Pemerinlah Nomor S8 Tahun 200:=i tentang 
Pcngelolaan Kcuangan Daerah (lxmbaran Negara l~cpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nmnor 140, Tambahan Lembamn 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Perat.uran Pcrncrinlah Nomor 3 Tahun 2007 tenlang Pclapor 
Penyelcnggaraan Pemcrinlahan lJaerah Kepada Pcrnerintah, 
Laporan Kelenu1ga11 Pertanggungjawaban Kepnln Dnerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Infonnasi 
Laporan Penyelenggaraan Pcmcrintahan Dacrah Kepada 
Masyarakal (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Numur 4693); 

I fj_ Peraluran Pcmerinluti Numur 38 Tahlln '.i007 tents mg 

Pembngian Urusan Pemerintah Ant.ara .Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan P~merintahan Dacn:ih 
Kaburmt.en/ Kota (Lembaran Nega.ro. Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, trunbahan Lembaran Nego.ra 
Rcpublik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraluran Pemerinlah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
PelaksanaanlJndang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Kelerbukaan Informasi Publik (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 5149); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 7J, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 604); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

20. Pcraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistern 
Pemerintahan Bcrbasis Elektronik; 

21. Peratura.n Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pernbenluka11 da.n Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten 
Nganjuk. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETERBUKAAN INFORM/\SI 
PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERTNTAIIAN DI 
KABUPATEN NGANJUK . 

HAH I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan □upali ini yang dimaksud dengan: 

l . Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 

2. Bllp:=:it.i adalah Bupati Nganjuk. 

3. Bf!cfan 1-'ublik adalah lemhs:igH pemcrintahan da.en-1h d11n 
badan lain yang fungsi dan tugas pukuknya bcrkaitan dengan 
penyelenggaraan pemcrintahan negura ,yang sebagian atau 
selu t,Jh dananya bersumbcr dari Anggaran Pcnd::tpH Lan <.Jan 
Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang 
i-;ebagia.11 atau ~eluruh dananya bersumhP.r dari Angganm 
P~ndapatan dcm Rclanja Daerah, clan/at.au surnbungun 

masyarakal. 

4. Kebijakan Publik adaJah keputusan Sadan Publik berupa 
Peraluran Bupati dan/atau ketentuan lainnya yang 
menyangkut kepenlingan masyarakat secara umum. 

5. Pejabat Publik ada.lah orang yang ditunjuk dan diberi tuga!-. 
untuk menduduki posisi alau jabatan tcrtentu pada badan 
publik. 

6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, alau 

badan hukum. 

.,. 
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7. Transparansi adalah keterscdiaan informasi yang cukup, 
akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses 
pcmbentukannya sehingga masyarakat secarn lua::i dapat 
mengctahuinya. 

8. InformAsi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 
disimpan, dikelula, dikirim, da.n / a I.au diterima oleh sualu 

badan publik yang berkaitan clengan penycJcnggara dan 
penyelenp;12:araan negara dan/nt.au penydengp;ara dan 
pcnyelenggaraan budan publik la.innya yung sr:sua.i dengan 
Perat.uran Perunciang-unda.ngan ini serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kepenlingan publik. 

9. Pengguna infurmusi publik adalah orang yang menggunakan 
informasi publik sebagaimana diatur dalam Peral tffa11 Bupati 
HU. 

10. Pemohon inforrnasi publik adalah wargu negarn dan/alau 
Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan 
informasi publik sebagHimi=.ina diatur dalam Pern.turan Bupati 
lill. 

11. Komisi lnforn1asi adalah Komisi lnformasi Pruvi11::;J .Jawa 
Timur yang berfungsi menetapkan pelw-~juk t~knis sta.ndar 
layanan inforrnasi publik dan rnenyelesaikan sengkcta 
inforrnasi publik ycmg tc1jadi di da.crah melalui rnediasi 
dan/atau ajudikasi non- litigasi. 

12. Seugkcta Tnformasi pubJik ndalah sengket.a yang terjHdi 
antara Badan .Publik clari pengguna inroru:iasi publik yang 
berkailan dengan hak mP.mperuleh dan menggunakan 
informasi berdasarkan Penme,.fang-unda.ngan. 

13. M~dinsi adalah pcnyelesaiun 
antara p~ra pihak mclaJui 
Tnfnrrm1:.-;i. 

sengketa informasi publil{ 
I.Ju,, Lunn m.ediator Komi:.:ii 

14. Ajudikasi adalah proses penyelesa.ian sengketa. jnformasi 
publik antara para pihak yang dipulus oleh komisi informasi 
Kabupaten. 

15. Pejabat Pcngelola Informasi dan Dokumentasi (PPTD) Daerah 
adalah pejAbat yang bcrtanggung ja.wab di bidang 
penyimpanan, pendokumentasian, penycdiaan, dan/ atau 
pelayanan informasi di badan publik di Daerah. 

.,,. 
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BAB II 
TUJUA N DAN AZAS 

Pasal 2 

Pd~ ksanaa.n Kctcrbuko.an Informasi Pllb1ik n~f'.-rah bcrl..ujuan 
untuk: 

n. me11jum1n hak wnr~a negara untuk mc:ng~tahui rcncana 
pemhwitan kebiiaka11 publik, program k~bijakan p1Jblik1dan 
proses p~ngambi1un kcputusun publik, serta ala~i1t1 
pcngambilan suatu keputusan publik; 

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam 

pcngarnbilan kebijakan publik; 

c. meningkatkan peran aktif masyarakat do.lam pengambilan 
kebija.ko.n publik dan pengelolaa.n Fk1dan Publik yang baik; 

d. mewujudkan penyeienggaraan Pemerintahan Daerah yang 
baik, yaitu yang transparan,cfeklif da.n efisien, akunlabel 
serla dapat di perta nggungjawabkan; 

c. menget:1hu1 alasan kebijakan publik yang mempengHruhi 
hajat hidup orang banyak; 

f. mcngembangkan ilmu peugetahuan clan mencerdaskr-m 
kchidupan bangsa; dan/ a tau 

g. meningkatkan pf:ng~lolaan dan peluy,.n1an infom1a~i di 
lingkungan Ffadan Publik untuk rnenghasilkan layanan 
1nfurmusi yang berkualilat::i. 

Pasal 3 

Pelakstulaan Keterbukaan lnfunnasi Publik Dacrah didus,1rkan 

pada azas: 

a. setiap Informasi Pu blik bernifat tcrbuka dan dapal d iakses 
oleh setiap Pengguna Informasi Publik; 

b. informasi Puhlik yang dikccualikon bcrsifal ketat dan 
terbatas; 

c. setiap Inforrnasi Publik harus dapat diperoleh setiap 
Pemohon lnformasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, 
biaya ringan, dan cara scdcrhana;dan 

.,, 
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d. informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia scsuai 
dengan Undang-Unda.ng, kepalulan, dan kepentingan 
umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuern=d 
yang limbul apa bila suatu informasi dibcrikan kepada 
masyarakat serta sctclah dipertimbangkan dengan saksarna 
bahwa menutup Inforrnasi Publik dapat melindungi 
kepentingan yang lebih besar (.h.u-ipada membukanya atau 
scbaliknya. 

B/\B 111 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesulu 
Hak dan Kewajiban Pengguna Inform8si 

Pasal 4 

(1) Sel.ic1p Orang berhak mcmpc:rnleh lnlormasi Publik sesuai 
dengan kelentuan Peraluran Pcrundang- undangm1. 

(2) Setiap Orang berhak: 

a . mP.lihRI diJn mengetahui Informasi Publik; 

b. mcnghi,:idiri pertcmm1,n publik yung Lt'rhuka untnk 
umum untuk mcmperold1 lufm wasi Publiki 

c. rnendapatkan salim,m Inforrnasi Publik mdalui 
permohom.m sesuai de11gan Pcraluran BupnLi ini; 
da.n/atau 

d. rnenyebarluaskar1 lulunuasi Publik :scsual dcngan 
Pcraturan Pen1,nrl1=mg-undangan. 

Pasal 5 

(1) Pengguna Inforrnnsi Wajib menggunakan infonnasi dengan 
pen uh langgung jawnb serta meng-,gunc1kannya sesuai 
deug;-)n ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pengguna lnformasi Publik wajib mencantumkan sumber 
dari rrnrna ia memperoleh Informasi Publik, baik yang 
digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepcrluan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 
Hak clan Kewajiban Badan Publik 

Pasal 6 

(1) Badan Publik berhak untuk memberikan pendnpat 
,jawaban, sung~ahan atau penolakan ala~ pcrmintaan 
informasi publik sepanjang dibenRrkan oleh PeralLu-a.n 
Penmdang-undangan dan/1:1Lau pertimbangan 
pertimbangan lain yang dapnt di pcrtanggungjawabkan. 

(2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan 
Publik, sebagaimana dimaksud pada uyvl (1) ;1dr.1lah: 

a. informasi yang do.pat membahayakan negara; 

b. informasi yang berkaiLan dengan kepentingan 
perlindungan usaha dari persaingan usaha tida.k sehat; 

c. informasi yang berkaila11 dengan hak-hak pribacli; 

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia 
jabatan;dan/ atau 

e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai alau di 

dokumenla:sikm1. 

Pasn.1 7 

(1) Badan Puulik berkewajiban untuk: 

a . menumbuh kembangkan scmangat t.ransparansi dan 
purtisipasi masyarakat dalam pP.m banf.!.um.Lu; 

b. menywnpuikau informasi yang wajib discdiakan dun 
diumumkan secara bcrkala; 

c. mcnyamp1:::1ikan informasi yang wajib discdiakan dun 
diumumkan secara serta merla; 

<.l. menyampaikan infunnasi yang wnjib tersedia scliap 
saat; 

e . membcrikan kesempatan kepada masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

f. melayani perrnin taan informasj dengan baik, c~pal dan 

mudah; 

g. memberikan informasi yang benar, akural dan tidak 
menycsatkan; 



• 

• 

h. menycdiakan, memberikan dan/atau mcnerbitkan 
informasi publik yang berada di bawah kewenangannya 
kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang 
dikecualikan sesuai dengan ketentuan; 

1. badan publik wajib membentuk PejabaL Pengelola 
Inform~si dan Dokumentasi (PPTD) dalam rangka 
menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan 
tidak mcnye:mtkan; 

J. untuk mclaksanakan kewajiban schagaimru1a dimaksud 
pada hun1f b, Badan Publik harus mcmbangun dun 
mengembangkan sistem informasi dan dokurnentasi 
untuk mcngelola informasi publik secara baik dan 
efisicn sehingga dapat diakses dengan mudah yang 
dapat dilihat, di dcngar ch-m dibaca mclalui media 
elektronik dan non clcktronik; 

k. badan publik wajib memburlt. pcrtimbangan se~arn 
tertulis scliapkeb~jakan yang diambil untuk mcmenuhi 
hak ~ctiap orang atas ,nfn,masi publik~ 

1. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf k 
antaro lain memuat pertimbangan politik, ckonomi, 
sosial, budaya, dan/alau pertahanan dan keamanan 
Neguru clan Daerah; dan 

m . dalam rangka mcmenuhi kewajiban sehagHimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b Badan Publik dapat 
memanfaatkan sarana dan/ alau. media elektronik dan 
non elcktronik. 

(2) Kelentuan lcbih lunju.t rnengcnai pengembangan sistem 
informasi dan dokumen informasi publik :serta pctugas 
inforrnasi publik diatur dalam Pcraturan Bupati. 

BAB IV 

INFORMASI YANG WAJlH DJSEDIAKAN DAN DIUMUMKAN 

Bagian Kesa lu 
Jen.is lnformasi 

Pasal 8 

Jcnis-jeni~ informasi yang mcrupakan informasi publik, adalah: 

a. informasi tentang kelembagaan badan publik; 
b. informasi tentang rencru1a dan hasil-hasil kegiatan yang 

dilaksa nakan oleh badan publik; 
c. 1nformasi tent811g aspek-aspek perumusa.n, pcrencanaa.n dan 

pengambilan keputusan atau kcbijakan publik; 
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d. informasi lentang mekanisme pcnyusunan clan 
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD), 
Anggaran Pe.ndapatan dan Bclanja Desa (APB Desa), /\nggaran 
Pendapat8n dan Belanja Badan Publik; 

e. informasi tentang pclayanan publik; 

f. informasi tentang t.ut.~ ruan~ dan tata wllayah: 
g. informasi tentang perjanjian ant.ara badan publik dengan 

pihHk luin; 
h. informasi ten tang pcngadaan barang dan jasa; 
i, informasi tentang peringalun dini o..tas kcmungkinan terjadinya 

benc:;1r1a alam maupun musiba.h lainnyu; 
j. informni:;i tf:nt~ng distribusi inforrnasi pu.blik; dan 

k. informasi lain yang dibcnarkan Peralurau Petundru1g­
unclangan. 

Bagian Ked u.n 
Informasi Yang Wajib Tersedia dan Diurnumkcm Sccara Berkala 

Pasal 9 

(1) Inforrnasi Publik sebagaimunu dimaksud da1am Pasal 7 huruf 
b mcliputi: 

a. informasi yang berkaitan dcngan badan publik; 
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerjH badan publik 

terlrn..it; 
c. inforrnasj mengena..i laporan keuangan; dan/atau 
d. informasi Jain yang diatur dalam P~rulurnn 

Pen.:mdang-Lmdaugat,. 

(2) Kewajiban mcmberikan dan mcnyampaikan Informasi Publik 
sebaga..imana dimaksu<l pada ayat (1) dilakukan paling singkat 
6 ( enam) bulun se ka 1 i. 

(3) Cara-cura penyampaian informasi scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan lcbih lanjul uld1 Pejabat Pengelola 

Inforrnasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. 

Bagian Ketiga 
Informasi Yang Diumumkan Sccara 8erl.H Merta 

Pasal l 0 

(1) Badan Publik wajib mcngumumkan sccara serta merta suatu 
informasi yang dapat mcngancam hajat hidup orang ba11yak 
dan ketertibl::lil umum. 
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(2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan dcngancara yang 
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang 

mudah dipahami. 

Bagian Keempat 
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat 

Badan Publik wajib mcnyediakan lnformasi Publik s~tiap :saat 
sebagaimana dimaksud <lalan1 Pasal 7 huruf d yang meliputi: 

a. daftar seluruh informasi publik yang berada d; bawah 

b. 
c. 

u. 

e. 

f. 

g. 

h. 

penguasaannyct., tidak lcrmasuk informu~, yang 
<likccualikun; 
hasil keputusan badan puulik dan pertimbangannyu; 
seluruh kebija.lnm yang ada berikut dokumen 
pendukungnyu; 
rencana kcrja pruyek terrnasuk di dalarnny8 perkiraan 
pengeluaran tahunan badan publik; 
perjanjian badnn publik dengan pihak J<et iga; 
informasi dan kebijakan yang disainpaikan pejabat publik 
rlalaJ.11 pertemuan yang terbuka untuk umum; 
prosedur kerja pegawai badan pubhk yang berkaitan 
dengan pelayanan masyar~kat; du11/atau 
lapon:m mcngenB1 pelayanan akscs infurmasi publik 
sebagaimana diatur dalam Pcraluran Bupali ini. 

Bagian Kc tuna 

lnformasi Yang Dikccualikun 

Pasal 12 

Jenis-jcnis 1nforrnasi yang dikecualikan adalah: 

a. informasi yang apabila dibulrn dapat mernbahayakan 
kepentingan negara; daerah dan/ a tau masyarakat umum; 

b. informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses 
penegakan hukum; 

c . informasi yang bcrkaitan dcngan kcpent.ingan perHndungan 
usaha dari persaingan usaha tidak sch.at; 

d. infonnasi yang apabila dibuka dapat menganggu 
kepentingan atas hak yang dilindungi oleh Peraturan 
Perundang-undangan; 

e. informasi yang apabilA dibuka <lapat mdanggar kerahasiaan 
pribadi; 

f. informasi yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan 
jabatan; 

g. informasi yang be1um dilruasai atou didokumentasikan; dan 
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h. informasi yang menurut Peraturan Perundang- undangan 
tidak dibenarkan untuk diinformasikan secara Lerbuka. 

i. 

BABV 

MEKANISME MRMPEROLEH INFORMASI 

Bagian Kesntu 

Tala Cara Pennohonan 

Pasal 13 

(1) Sctiap pemuhon informasi dapat mengajukan permintaan 
kepad.8 Radan Publik sccara lertulis atau tida.k lertulis. 

(2) Pemohon informasi wajib menyertakan identilas diri scrta 
maksud dan tujuan penn1ntaannya. 

(3) Dadan Publik yang bersangkutan wajib mencatal permintaan 
informnf\i yang diajukan sccara tictuk lc.:r1ulis. 

(4) Badan Publik wajib mcmberikan tanda bukti penerimaan 
permintaan informasi berupa nomor pcndAftaran pada saat 
pennintaan diteri mB. 

(S) Dalam hal permintaan disrunpaikan mdalui surat elektronik, 
nomor pendaflaran diberikan ~aat pcnerimHHTI penuintaan. 

(6) Dalam hal pcrrninl.aan disampaik,1:1n mclalui sural, peugiriman 
nomor pendaftaran clapat diberikan bcrsarnc:1.an dengan 
penerimnan i.J.1formasi. 

(7) Pnling lambat 10 (scpt.lluh) had kc1~ja sejak diterimanya 
permintaan, · Badan Publik yang bersangkut.an wc~iu 
mcnyampuiknn pemberilahuan tertulis yang hc:risikan; 

u. jnfr>rmasi yang diminto. bcrada di uuwuh 
penguasaannya alaupw-i tidak; 

b. badan publik wajib memh~ritahukan badan publik lain 
yang menguasai inforniasi yang dimint.a apabila 
informasi ym1.g diminta Lidak bcrada di bawah 
penguasaannya dan badan publik yang menenrna 
pcrmintaan mengetahui keberadaan informasi yang 
diminta; 

c. penerimaan atau pcnolakan dcngan alasan scbagaimana 
ketentuan Pera tu ran Perundang-undangan; 

d. dalam hal pcrminlaan diterirna scluruhnya atau sebagian 
dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; 



• 

e. dalam hal suatu dokumcn mcngandung materi yang 
dikccualikan menwut Peraturnn Perundang- undangan 
maka inforrnasi yang d ikecualikan itu dapat dihitamkan 
dcngan alasan dan materinya; dan 

r. alnt penyampai dan form:=it. informasi. 

(8) B!:!dan Publik yang bcrsangkutan dapc1l memperpanjang waktu 
pengirirnan pemberilahu,u1 sebagaiman:=i dimaksud pa<la ayal 

(7) paling lambat 7 (tujuh) hari ke1ja berikutnya discrt.ai 
dengan alasan sccara tertulis. 

Bugin.n Kcdua 
Penyelesaian Sengkcta 

Pasal 14 
(1) Pernohon yang ditolak permintaannya do.pat mengajukan 

keberatan secnrn t.crtu !is paling lmnbat 7 (tujuh) hari kerja 
setelah diterimanya pcnulak.an. 

(2) Pengajuan pcnnohonan penyelesaian sengkcta lnformasi 
Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi ,Jawri Timur. 

(~) Penyelesaian scngketa inf ormasi yang dilaksanakan scsuai 
kctcntuan Peraturan Penrnrlanp;-undangan yang berluku. 

BAB Vl 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

R;:igi~ n Kesa tu 

Pcjabat Pengelola Jnformasi dan Dokun1enlasi !Jada 
Ba.da.n Publik Da~1·ah 

Pasal 15 
(1) Pcrncrinla.hun l>uerah dala111 mengelola pela.yanan informasi 

dun dokumentasi di daerah menctapkan Pcjabal PPID. 

(2) PPID sebagaimru1a dimaksud pHda ayat (1) mclckat pada 
pejabat struktural yang membidangi tugas dan fung8i 
pelayanan informasi. 

(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Bupati. 

Pasal 16 

(1) PPID bertanggungjawab kepada Bupali melalui Sekret.aris 
Dacrah. 

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibc:1.T)tU oleh PPlD 
Pcmbant.u yang beradc:1. di lingkungan Perangkul Dacrah dan 

ata.u Pejub:..-tl Ji'nngsional. 
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Bagian Kedua 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada 

Badan Publik Lainnya 

Pasal 17 

(1) Badan Publik Lainnya dalam mengelola pelayanan informasi 
dan dokumenlasi di daerah menetapkan Pejabat PPIIJ. 

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada aynt (1) melekflt. pan A 

pejahal ~lntklural yu.ug membidungi lugus dun fungsi 
pf!l;ly;).n;ln infr>nnasi. 

(3) PPID diletapkan oleh masing-masing pimpinan Badan. Publik 
Lainnya scsuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing­
masing Badan Publik lainnya yang tcrkait . 

Bagian Ket.igA 

Tanggung Jawab dan Wewenang PPID pada 
Sadan Publik Daerah 

1-'asal 18 

PPTD pnda Badan Publilc Daerah bertanggungjawab di bidang 
lay~man Inforrm::1si PuLlik yang .meliputi proses pcnyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanru1 Pengamanru1 
lnfnnr1HHi Pul,lik. 

Pasal 19 

( 1) PPID pada Badan Publik Dacrah bertanggungjawa b 

mcngkoordinasikfill penyimpru1m1 dun pcndokumentai::fr-m 
seluruh Informasi Publik yang bcrada di Bachu1 1-'ubli k 

Daerah. 

(2) Dafam mngka Langgungjawab i:>Cbagaimana dimaksud pacfa 
ayat (1), PPID pada Oadan Publik nacrah hert.ugBs 
mengkoordinasikan pengumpulan seluruh lnformasi Publik 
secara fisik dari sctiap unit/perangkAI. daerah yang meliputi: 

a. inforn1asi yang wajib disediakan clan diumumkan secara 

berkala; 

b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 

c. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon inforrna~i 
publik. 

,,, 
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(3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), PPID pada Sadan Publik Daerah bertugas 
mengkoordinasikan pendalaan Informasi Publik yang dikuasai 
oleh setiap unit/PerangkHt Dacrah di Badan Publik Daerah 
dalam rangka pembuatan dan pernula.khiran Dart.r.ir lnformasi 

Publik sctclah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing 
unit/Perangkat Dacrah sekurang-kurangnya 1 (salu) kali 
dalam se bu Ian. 

(4) Penyimpanan Infomrn.si Publik sebagaimana dimaksuci pada 
uyut ( 1) dan uyut. (2) dilaksana ka n sesuai derigA n Perat.urau 
PcnrnrlRng undangan dibidw1g kcarsipan, 

Pasa1 ~u 

\l} PPID pad~ Badan Publik Daerah berlanggun&,1awab 
mengkoordinasikan pP.nyediaan dan pelayanan seluruh 
Informasi Publik di bawah penguasaan Sadan Publik Dacrah 
yang dapat diakses oleh publik. 

(2) Dalarn rangka langgung jawab scbagainuma dilnaksud pada 
ayat (1), PPTD pudu Bacfan Publik Dacrah bt:.rtugns 
mcngkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasj 
Publik melalui pcngu.murnan dan/al.Hu permohonan. 

(3) Dalan1 
PPID 

hal 
pada 

kcwajiban 
Badan 

men gkoordinasika n: 

mcngumumkan 
Publik Dacn1h 

Infunnasi Publik, 
bertugas unluk 

a. pengu1numan informasi puulik melalui media y~ng 8ecun.L 

efcktif dapat mc1~iangkau scluruh pemangku kepentingan.; 
dan 

b. pt!nymnpruan informasi publik dalam bahasa indonesia 
yar1g baik dnn be.n,u, mudah dipaharni A~rtn 

mempt!rt.imbru1gkan penggunaan bahasa yang digunakan 

oleh penduduk selempat. 

(4) Dalom hal adanya pcrmohonan Informasi Publik, PPTD pada 
Badan Publik Daerah bcrtugas: 

a. mengkoordinasikan pembcrian informasi publik yang 

dapat diakses oleh publik dengan petugas infonnasi di 
berbagai unit pelayanan infonnasi untuk memenuhi 
permohonan informasi publik; 

b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul 
scbelum menyataka.n inform:-isi publik tertentu 
dikecuali kan; 
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c. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik 
secara jelas dan tcgas, dalam hal permohonan infonnasi 
publik ditolak; 

cl. menghitamkan alau mengabLlrkan informasi publik yang 

dikecualikan bcserta a lasannya; dan 

c. mengcmhangkan kapasil.as pejabat fungsional dan/alau 
layanan informasi puulik. 

(fl) Dalam hal tcrdapal kcl.n:r-;.1tAn atas penycdiaan dan p~lay:3nan 

lnformasi Publik, PPTD pelugas i nformasi dalarn rangka 
p~ningkntan kualilas pada Sadan Publik Daerah bcrtugas 
mengkoordinasikan dan mema1:1Likan agar pengajuan 
keberatan diproses berdasarknn prosedur pcnyelesaian 
kebcralan apabila permohonan Informasi Publik djtolAk. 

Pnsal 21 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID pada 
Badan Publik Daerah bcrwenang: 

a. mengkoordinasikan setiap unil/Pcrnngkal Uuerah di badart 
publik dalam mclaksana.kan pclayanan informasi publiki 

b, memutuskan sua lu informasi publik dapaL diakses publik 
alau tidak; 

c. menolak pcrmohuna.n informasi pulJljk s~cara tertulis apabila 
informasi publik yang dimohon lc:rmast1k infunn .. ".tsi yang 
dikecualikan / rahasia dengan disertai alasan serta 
pemberitahuan lt:ntanp; hak dan l~la cara bagi pemohun 
untuk mengajukan keberatan atas penulul<.rul tersebul; clan 

d. menugaskan pejubat fungsiom.u dan a tau peiugas in formasi di 

bawah wewenang dan koordinasinya unl11k mcmbual 1 

memelihara, dan/ atau memutakhirkan daftar inforrnasi 
publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (salu) kali dalam 
sehulu11 dalam hal badan publik rncmiliki pejabat fungsional 
dan/ a Lau petugas in formasi. 

( 1) 

Bagian Kcempal 
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID pada 

Badan Publik Lainnya 

Pasal 22 

PPI D pada Bad~n Publik Lainnyu bertanggungjawab di hi dang 
layanan lnformasi Publik yang meliputi p:roses 
penyimpana n ,pendokumcnlasian, pcnyediaan dan pelayanan 
Informasi Publik. 
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(2) PPID pada Badan Publik Lainnya bertugas melakukan 
penyimpanan,pendokumenlasian, penyecli::i::in d:-m pdayanan 
lnfonnasi Publik Informasi Publik sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID 
pada Budm1 Publik Loin nyn herwenang: 
H. mengkoordinasikan setiap unit/pcrangkat dacrah di 

dHlum otganisasinya dalam melaksanaka11 pclayanan 
informo.~i puhlik; 

b. memulu1:>ka11 suatu informasi publik dapat diakscs publik 
atau tidak;dan 

c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis 
apabila Informasi Publik yang dimohon tcrmasuk 
infurmasi yang dikecualikan/rahasia dengi,m disertai 
alasun serta pemberitahuan tentang hak dan la.la cn.ra. 
bagi pemohon untuk mengajukan kcberatan atas 
penolakan tersehut. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupali ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabupal.t:n Ngc1njuk. 

Dilctapkan di Nganjuk 
pada tanggal 14 Maret 2019 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

NOVI RAHMAN HIOHAYAT 
Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 18 Marel 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK 

ttd 

Ir. AGOES SOEBAGTJO 
Pembina Utaina Muda 
NIP. 19600812 199103 1 013 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 9 

Salinan scsuai dengan aslinya 
KF:PALA AGI~~J-t\UM 

Pembi a Tingkat I 

NIP. 19661107 199403 1 005 


